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TENTANG

KELOMPOK KIRJA

PENGURANGAN RESIKO BENCANA DAN PENANGANAN KONfLIK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI^A BADAN Pf,RENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL'

Menimbang

MenSingat

a. bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi ttetbagai

bencana clan konflik dt berbagai wilayah Indonesra yang telah

rnengakibakan timbulnya kerugian jiwa, harta benda,

kerrrsakan sarana Can ptasatana dan lingkungan serta

menimbulkan Sansguan terhadap kehidupan Can

penghiduPan masYat akat;

b. bahwa untuk melrgurangi akibat-akibat bencana dan konflik

tersebut cliatas ciiperlukan upaya pengurangan terhadap resiko

bencat.ta serta npaya pencegahan konflik secara terencana,

terpadu, terkoorclinasi darl sistetnatik agar mencapal hasil yang

optimal;

c. bahwa untuk ntelaksanakan kegiatan tersebut di atas petlu

dibentuk Kelonrpok Kerja Pengttrangan Resiko Bencana dan

Penanganan Kontlik yang secara terus-rllenents melaksanakan

koordinasi pengurangen resikcr bencana dan penanganan

kontlik;

d. bahwa nrereka yall3 tercantum dalant lampiran Keputusan ini

dipandang tnampu dan memenuhi persyaraten untuk duduk

daiam Kelcmpok Kerja sebagair,rana tersebut dalam huruf c;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentanS Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang LingkunSan

HiCupl

Undan3-undang Nornor 32 Tahrtn 2OO4 tentanS Pemerintahan

f)aerzh:

Pcmturan Presirlen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
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Tugas
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUruSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGIJNAN
NASIONAI./KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGI,JNAN

NASIONAL TENTANG KEIOMPOK KERJA (POKJA) TENGI'RANGAN
RESIKO BENCANA DAN PENANGANAN KONflIK

Membentuk Kelompok Kerja Pengurangan Resiko Bencana dan
Penanganan Konflik, untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja, yang
tediri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana tersebut dalam
Diktum Pertama adalah melakukan koordinasi, analisis, kajian, dan
evaluasi atas tpaya penSurangan resiko bencana dan penanganan
konflik, serta implementasi r€ncana aksi kegiatan prioritas
penSuranSan resiko bencana dan penanganan konflik.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tesebut pada Diktum Kedua di
atas sefia masa kerja Kelompok Kerja akan dljabarkan lebih lanjut
dalam dokumen teknis perencanaan kegiatan-kegiatan prioritas

Wngurangan resiko bencana dan penanganan konflik.

Tim Pengarah bertugas untuk:
a. memberikan aruhan kebljakan strategis kepada Tim Pelaksana

dalam mewujudkan produk yang konkrit berupa usulan strategi,
proSram penSurangan resiko bencana dan penanganan konflik.

b. melakukan koordinasi per€ncanaan nasional dalam menyusun
strateSi pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik

Tim Pelaksana bertugas untuk:

a. merumuskan dan menjabarkan konsep kebijakan nasional yang
bersifat operasional dan strategi bagi upaya pengurangan resiko
bencana dan penanganan konflik.

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap

Wrencar.aan dan implementasi pembangunan nasional dalam hal
penguranSan resiko bencana dan penanganan konflik

Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Sekretariat berdasarkan
usulan dari masing-masing anggota Tim Pelaksana yang bertugas

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

membantu .. .

PERTAMA

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keda Kementerian
Negara Republik Indonesia rebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2OO5;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerla Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005.



KMUJUH

KEDELAPAN

KESEMBITAN

KESEPULUH

-J

membantu Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Kelompok Kerja:

a, berlanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bap nas;

b. memberikan laporan perkembangan ke{a secara triwulan kepada

Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Sekretaris
Utama Bappenas dan Inspelcur Utama Bappenas.

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Kelompok Kerja dibebankan pada sumber-sumber pembiayaan yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara

PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 275/M.WN/O6/2OO2 tent^ng

Kelompok Kerja Penanganan Daerah-Daerah Konflik dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denSan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pzdatanggal 22 Desember 2O05

MENTERI NEGARA

KEPALA BADAN

H. PASKAH SUZTTTA

Tembusan :

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas

2. Inspektur Utama, Bappenas

3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

rERINCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL/ .

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONA/JY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI MGARA PERXNCANAAN

Pf,MBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 340 /M.PPN/12/2005
TANGGAL 22 DESEMBERzOOS

SUSUNAN ANGGOTA KXLOMPOK KERJA

PENGURANGAN RESIKO BENCANA DAN PENANGANAN KONTLIK

A. TIMPENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

B. TIMPELAKSANA

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Staf Ahli Bidang Regional dan Sumberdaya Alam

1. Deputi Bid ang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan
2. Depufi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

4. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Staf Ahli Bidang Regional dan Sumberdaya Alam

Direktur Kewilayahan II

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL,.I..

H. PASKAH SUZETTA

1 . Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Direktur Agama dan Pendidikan

3. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Direktur Lingkungan Hidup
6 Direktur Perumahan dan Permukiman
7. Direktur Perkotaan,Tata Ruang dan Pertznahan
8. Direktur Alokas i Pendanaan Pembangunan

9. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral
10. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
1 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan


